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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama Bupati Kuningan telah menyempurnakan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2009 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun anggaran
2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 50);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keusngan MNegara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Momgr 47, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomgor 4288);

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharasn Megars
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momer 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355);

Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Megara {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 65, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momar 4400);

Lindeng-Lindang Mamae 25 Tafn 2004 fenfang Sistem Perancanaan
Pembangunan Masional (Lembaran Megara Rl Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Momor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4437) sebagaimana telah
beberapakall diubah terakhir dengan Undang-Undang MNomer 12 Tahun
2008 jentang Pawbahar Kodus Altgs Lindatg-Uhnuamy Womor 32 Tanun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemktaran Negara Republik indonesia
Tahun 2008 Nemor 58, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Maomaor 4844);

Undang-undang Momaor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Megara
Republly Indonasiz Marior 4388

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Momor 41, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indenesia Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2001 Nomar 118 Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4138},

Paraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2001 Momar 118, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomeor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Taint S00F Kamor 44, Tambanan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemernintahan (Lembaran Megara Republik Indonesialahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Megara Repuhlik Indonesie Tahuwe 2005 Mawmas 135, Tammbaitam
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4574);

Peraturan Pemerintah MNomer 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 137, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4575);

Feraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mamor
4578}

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 2005 Nomaor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomer 4577);
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Paraturan Pemerintah Momer §8 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Momaor
4578);

Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan
penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 20085 Nomear 165, Tambahat
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pamerintah Momer 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomer 25, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4614);

Peraturan Pemerintah MNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Profovalss JaT Kevangdn Aimpinan gan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer
20, Tembahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 44186),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Mamor
21 Tahun 2007 tentang Perubshan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Momor 24 Tahun 2004 tenmfang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Namar 47 Tambahan Lambenes

MNegara Republik Indonesia Momor 4712);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana felah diubah dengan
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas peraturan Menteri Dalam Weger Momeor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolagn Keuangan daerah;

Famiorar demden’ Tafam  MNegen Nomer 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensip dan Dana Operasional;

Paraturan Menteri Dalam Megeri Nomaor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman
Fenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2004,

Peraturan Dasrah Kabupaten Kuningan Momor 14 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Dagrah (Lembaran Dasrah Kabupaten Kuningan
Tahun 2005 Momer 24 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomeor 7 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan
Pensakilan Rakpat selase Mabupsler Komigan  (Cembaran Jaerab
Kabupaten Kuningan Nemor 58 Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupalen Kuningan Momor 4 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Jabar-
Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Momor 89
ser E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomgr 5 Tabun 2008 lantzng
Penyertaan Modal Dasrah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan
Kecamatlan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Momor
70 seri E),



33. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Momaor 7 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2008 Nomar 72 seri E);

34, Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah
Alr Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2008 Momor 84 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menatapkan : PERATLRAN DAERAN TENTANG ANGSATAN FENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009,

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaaran 2008 sebagai berikut ©
1. Pendapatan Daerah Rp. 848.118.516.088,00
2. Belanja Daerah Rp. 840.686.959 162 07 -
Surplus (Defisit) Rp. {1.568.443.094 07}

3. Pembiayaan Daerah ;
a. Penerimaan Rp. 2.840.183.004,07
b. Pengeluaran Rp._1.271.740.000,00 {-)
Fembiayaan MNato Rp.  1.568 443.094.07 (-)

Siza Lefuh Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan: -

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a, Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 52.748.357.068,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 726.579.538.000,00

¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sgiumlah Ro AR 700 583 000 00

{2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp.  9.358.949.500,00
b. Retribusi Daerah sejumiah Rp. 34.863.226.545,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

sejumiah Rp.  2.340.000.000,00

& Lai-ian Fendaparan Asii daerah yang sah sejumlah Rp.  6.385.221.023.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiii dari jenis

pandapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumiah Rp. 48.479.001.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumiah Rp. 638.787.537.000,00
¢, Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 38.313,000.000,00

{4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf &
terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumiah Rp.
b. Dana Darurat sejumlah Rp
¢. Dana Bagi Hasil Pajak Prapinsi sejumiah Rp. 20.270.960.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otenomi Khusus sejumiah  Rp -
e Bantuan Keuangan dari provingi Rn 4R 510 A%7 ANM AN



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 677.379.189.383,07
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 172.307.769.773,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdini dan
jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 597 828.674.000,00
b. Belanja bunga sejumiah Rp. 41.130.000,00
¢. Belanja subsidi sejumlah Rp. -

d, Belanja hibah sejumiah Rp. 36.691.647.523,00
e. Belanja bantuan sosial sejumliah Rp. 7.788.132.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 1.200.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 31.174.665.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 2.553.040.880,07

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja pegawai sejumiah Rp. 26.373.970.500.00
b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 124.925.288.646.00
c. Belanja madal sejumlah Rp._21.008.510.633.00
Jumlah Rp.172.307.769.779,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 2.840.183.094,07
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.271.740.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hurof a terdii dari jenis
pamblayaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) sejumiah Rp. 2.840.183.094,07
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. -
€. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumiah Rp. -
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumiah Rp. -
f.  Penerimaan piutang daerah sejumlah RFp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdin dar jenis
pembiayaan:

a. pembentukan dana cadangan sejumiah Rp. -
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
sejumiah Rp. 1.200.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 71.740.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

{2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat {1) sekurang-kurangnya memenuhi
kriteria sebagai berikut :
a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemenntah daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya.
Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat.
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(3) Uraian lebik lanjut Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidasx
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dan :
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Lampiran |
Lampiran Il

Lampsran M

Lampiran IV

Lampiran ¥/

Lampiran VI
Lampiran VIl
Lampiran VIl
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran X1

Lampiran Xl
Lampiran X1

Ringkasan APBD,

Ringkasan APBD menurut Urusan Pamerintahan Caerah dan
Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menuwrut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelclaan Keuangan Megara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dserah sebagai landasan operasional pelaksanaan APED.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai beriakyu pada tanggal diundangkan, yang secara efektif
berlaku mulai Januari 2008

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dafam Lembaran Daerah.

" . pJAMAJDDIN NOER

Ditetapkan di I%ingan

pada tanggal maret 2009
BUPATI KUNINGAN
b

AANG HAMID SUGANDA
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